
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1261, 2021 KEMENDAG. Urusan Pemerintahan. Bidang 

Perdagangan. Penyelenggaraan Dekonsentrasi. 

Tahun Anggaran 2022. Pelimpahan Sebagian. 

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 64 TAHUN 2021 

TENTANG 

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  

DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL 

PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN 

DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian 

Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka 

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
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Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6735); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang 

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 660); 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 477); 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1190); 

     

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI 

BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI 

WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA 

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 

2022. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah 

pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, 
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kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau 

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai 

penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 

2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara yang 

dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat yang mencakup semua penerimaan dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, 

tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk 

instansi vertikal pusat di daerah.  

3. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PD 

Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah 

daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

Dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang 

perdagangan di daerah provinsi. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan Peraturan Menteri ini untuk memberikan 

arah kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada 

gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan 

mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang 

perdagangan di daerah. 

 

BAB II 

LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN 

 

Pasal 3 

(1) Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan 

di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan 

Menteri kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 

dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi. 

(2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan 

yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
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a. pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah; 

dan 

b. pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri di 

daerah. 

 

Pasal 4 

(1) Pemerintah mengalokasian anggaran sebagian urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan 

kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2)  Alokasi anggaran urusan pemerintahan di bidang 

perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilarang untuk dilakukan revisi oleh PD Provinsi. 

 

Pasal 5 

Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang 

dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 dilaksanakan sesuai rincian alokasi anggaran Dana 

Dekonstrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2022 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB III 

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI 

 

Pasal 6 

(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di 

bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 kepada 34 (tiga puluh empat) gubernur. 

(2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang 

perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dapat dilimpahkan kepada pihak lain. 

(3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang 

perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
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Pasal 7 

(1) Gubernur menetapkan PD Provinsi yang bertanggung 

jawab di bidang perdagangan sebagai pengelola keuangan 

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang 

perdagangan. 

(2) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang terdiri atas: 

a. kuasa pengguna anggaran/barang yang dijabat oleh 

Kepala PD Provinsi; 

b. pejabat pembuat komitmen; 

c. pejabat penguji tagihan/penandatangan surat 

perintah membayar; dan 

d. pejabat akuntasi dan bendahara pengeluaran. 

(3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan 

tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan melalui direktur 

jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

perbendaharaan. 

(4) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 8 

(1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri 

mengenai: 

a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan 

pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan 

Dekonsentrasi; dan 

b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap 

capaian pelaksanaan teknis di daerah yang 

dilakukan oleh PD Provinsi yang bertanggung jawab 

di bidang perdagangan. 

(2) Gubernur dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: 

a. direktur jenderal perdagangan dalam negeri;  
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b. direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib 

niaga;  

c. direktur jenderal perdagangan luar negeri; 

d. direktur jenderal perundingan perdagangan 

internasional; 

e. direktur jenderal pengembangan ekspor nasional; 

f. kepala badan pengawas perdagangan berjangka 

komoditi; dan  

g. inspektur jenderal. 

 

Pasal 9 

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan 

kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 10 

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam 

penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang 

dilimpahkan kepada Gubernur. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. pemberian pedoman; 

b. fasilitasi; 

c. pelatihan; 

d bimbingan teknis; 

e. pemantauan; dan  

f. evaluasi. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan oleh: 

a. sekretaris jenderal;  

b. direktur jenderal perdagangan dalam negeri; 

c. direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib 

niaga; 

d. direktur jenderal perdagangan luar negeri;  
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e. direktur jenderal perundingan perdagangan 

internasional; 

f. direktur jenderal pengembangan ekspor nasional; 

dan  

g. kepala badan pengawas perdagangan berjangka 

komoditi. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan 

kegiatan Dekonsentrasi, dan pemeriksaan atas laporan 

keuangan Dana Dekonsentrasi. 

(5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dilaksanakan oleh Unit Pimpinan Tinggi Madya yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern 

di lingkungan Kementerian Perdagangan. 

 

BAB V 

PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN 

 

Pasal 11 

(1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di 

bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur, 

jika: 

a. Menteri mengubah kebijakan; 

b. gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 

c. gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali 

sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di 

bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada 

gubernur. 

(2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang 

perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

(3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan oleh menteri yang menyelenggaraan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar 
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pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian 

pencairan Dana Dekonsentrasi. 

 

BAB VI 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 12 

(1) PD Provinsi yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi 

administratif berupa penghentian alokasi pendanaan 

untuk tahun anggaran berikutnya. 

(2) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dari hasil 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(4), PD Provinsi dikenai sanksi administratif berupa 

penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran 

berikutnya. 

(3) Sanksi administratif penghentian alokasi pendanaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan 

menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2022. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 9 November 2021 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

MUHAMMAD LUTFI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 15 November 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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